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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam

Mengingat

2l

Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah
dapat diubah apabila  berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan
keuangan daerah, rencana program dan Kkegiatan Renja
Perangkat Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan serta terbitnya beberapa
peraturan/kebijakan Pemerintah Pusat yang harus di
tindaklanjuti, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2021.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19J;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 32);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian
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Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana
Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
161);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 88);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025;
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006,
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007,
Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 -
2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2018, Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019
Nomor 1});

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10
Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 98);

Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun
2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9J;

Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021
Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2021.

: Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri
dari :

oy ol B I

Perubahan Renja Sekretariat Daerah;

Perubahan Renja Sekretariat DPRD;

Perubahan Renja Inspektorat Daerah;

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
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Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah;

. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan;

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Perubahan Renja Dinas Kesehatan;

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman;

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran;

Perubahan Renja Dinas Sosial;

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan;

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Perubahan Renja Dinas Perhubungan;

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah;

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Perubahan Renja Dinas Perikanan;
Perubahan Renja Dinas Pariwisata;

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan;

Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Perubahan Renja RSUD Sultan Imanuddin,;

Perubahan Renja Kecamatan Arut Selatan;

Perubahan Renja Kecamatan Arut Utara;

Perubahan Renja Kecamatan Kumai;

Perubahan Renja Kecamatan Kotawaringin Lama,;
Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Lada;

Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng;
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KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati

KEEMPAT :Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 Agustus 2021

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.
3.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat;

Masing-masing yang bersangkutan.



KATA PENGANTAR

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang baik, Transparan,
Akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perubahan Rencana
Kerja Tahun 2021 yang memuat kebijakan dibidang belanja selama 1 (satu) tahun, merupakan
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah disusun ini berdasarkan hasil
evaluasi dan felaahan terhadap Rencana Kerja Badan Kesafuan Bangsa pertengahan tahun
2021 (triwulan II) untuk mengakomodasi kebutuhan riil dalam program dan kegiatan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini disampaikan berdasarkan Surat Sekretariat
Daerah Nomor . 050/304/Bapp-V1/2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan bahan seperlunya.

Pangkalan Bun, Agustus 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB.KTW.BARAT

#~

Drs. EDIE FAGANTI
Pembina TkI/IV.b
NIP. 19650802 199403 1 010
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan
kerangka acuan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang
ingin dicapai dalam kurun waktu Kepala Daerah ferpilih berdasarkan visi, misi dan
program Kepala Daerah khususnya pada Tahun 2021, dimana program dan kegiatan
yang direncanakan merupakan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan
daerah dengan mempertimbangkan kemampuan / kapasitas keuangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Polifik Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan fahunan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 fentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan
DaerahTenfang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan perubahan
Renja agar dapat diselaraskan dan disesuaikan secara subtansial dan normatif.

Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program dan kegiatan yang
ditampung dalam suatu Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja Perubahan ini
juga harus mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 berdasarkan pada kefentuan-
ketentuan sebagai berikut .

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 fentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 fentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959,
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

m
Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA. 2021 Page 1




2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 fentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 fahun 2004 fenfang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 fenfang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anfara
Pemerintahan Pusat dan Pemerinfah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

8  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 fentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Dacrah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 fentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

w
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Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ftentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Anfara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007,
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 fentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4818);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 fentan Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerinfah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serfa Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107),

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 fentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 fentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor 1312);

m
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah,

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021,

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kofawaringin Barat Tahun 2016 Nomor
06);

25. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, fugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72 );

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin BaratNomor 02 Tahun 2018
Tentang Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMD) ;

27. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 Tahun 2018 tenfang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kofawaringin Barat Tahun 2017-2022;

28. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020
Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 mengenai Penyesuaian Pagu
Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

29. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;

30. Keputusan Bupati Kofawaringin Barat Nomor 050/23/Bapp-V1/2021 tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kotfawaringin Barat Tahun 2021;

31. Surat Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Nomor . 050/304/Bapp-1V/2021
perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Dacrah Tahun

2021,

13 Maksud dan Tujuan
s Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi
pimpinan dan jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Polifik agar lebih efektif dan
efisien dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya ferhadap
program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di
Kabupaten Kotawaringin Barat baik secara infernal maupun eksternal yang dapat

direncanakan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahunan oleh masing-
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masing bagian dan bidang yaitu bagian sekretariat, bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakier bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, agama dan ormas serfa bidang kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik.

= Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah untuk .

a. Mewujudkan kesamaan sikap, pandangan dan komifmen bersamaguna
memberikan yang terbaik bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan fanggung
jawabnya dengan baik,sesuai denganvisi misi kepala daerah, fujuan, dan sasaran

yang akan dicapai selama lima tahun.

b. Agar perencanaan kegiatan dan program lebih ferarah dan sesuai dengan
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Rensira Badan Kesafuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Kofawaringin Barat.

c. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dalam mengalokasikan anggaran
(penganggaran) sehingga dapat mengoptimalkan Program dan kegiatan yang

dilaksanakan.

#
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14. Sistematika Penulisan.

Dokumen Perubahan RenjaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kotawaringin Barat disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB L PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BABII. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Tahun Berkenaan (Triwulan
1)

BAB IILRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BABV. PENUTUP

#

Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA. 2021 Page 6



BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 (Triwulan II)

Dari hasil evaluasi ferhadap pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA-SKPD) dan capaian Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2021 ada beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan dikarenakan
Rasionalisasi dan realokasi/refocusing anggaran untuk meningkatkan kapasifas terkait
penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring
pengamanan sosial/sosial safety nef yang dibutuhkan untuk pencegahan penyebaran
dan percepatan penanganan pandemi Covid-19, selain itu juga adanya pergeseran
anggaran antar kegiatan guna mengopfimalisasikan capaian Kinerja program dan

kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun 2021 yang berdasarkan
hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direalisasikan sampai dengan
Triwulan II menjadi tolok ukur dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja

Perubahan-SKPD) Tahun 2021.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun 2021 dilihat pada

lampiran 7abel berikut.

M
Y — ¥ ¥ ———
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Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan [l
Tahun Anggaran 2020

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
801 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah dokumen perencanaan, 27 Dokumen 27 Dokumen 15 Dokumen 55,56 15 Dokumen 55,56
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan evaluasi
kinerja perangkat daerah
8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 8 Dokumen 8 Dokumen 6 Dokumen 75 6 Dokumen 75
Perangkat Daerah perangkat daerah yang
disusun
8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian 19 Dokumen 19 Dokumen 9 Dokumen 47,37 9 Dokumen 47,37
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | kinerja dan ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD kinerja SKPD yang disusun
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Indikator Program. 100% = 100% 50% 50 50% 50%
Persentase Pemenuhan
Layanan Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
801.01.2.02 g::emr:;llsm Keuangan Perangkat Jumlah dokumen Administrasi 515 Dokumen - 515 Dokumen 254 Dokumen 49,32 254 Dokumen 49,32
Keuangan Perangkat Daerah
8.01.01.2.02.01 Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen penyediaan 14 Dokumen = 14 Dokumen 8 Dokumen 57,14 8 Dokumen 5741
gaji dan tunjangan ASN dalam
setahun
8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah dokumen 500 Dokumen - 500 Dokumen 245 Dokumen 49 245 Dokumen 49
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD penatausahaan
danpengujian/verifikasi
keuangan SKPD
8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 200
Keuangan Akhir Tahun SKPD akhir tahun yang disusun
8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan kenangan - - - - - = =
Keuangan bulanan/triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | semesteran yang disusun
Indikator Program; 100 % - 100 % 50 % 50 50 % 50
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah jenis layanan 2 Jenis = 2 Jenis 1 Jenis 50 1 Jenis 50
Daerah administrasi kepegawaian
yang disediakan
8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas beserta 5 Stel - 5 Stel - Stel 0 - Stel 0
Atribut Kelengkapannya perlengkapannya yang
diadakan
8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah bimbingan teknis 2 Orang/kali 1 Orang/kali 2 Orang/kali 1 Orang/kali 50 2 Orang/kali 100

Peraturan Perundang-Undangan

implementasi peraturan

perundang-undangan yang
diikuti




Indikator Program: 100% - 100% 50% 50 50% 50
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.01.01.2.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi 4 Jenis = 4 Jenis 4 Jenis 100 4 Jenis 100
umum yang disediakan
8.01.01.2.06.01 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi 5 Jenis 6 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 100 11 Jenis 220
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan
kantor yang disediakan
8.01.01.2.06.02 Penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan dan 40 Jenis 20 Unit/buah 40 Jenis 39 Jenis 97 59 Jenis 147,50
perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang
8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah - - - - - = =
tangga yang disediakan
8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor - = - - - - =
yang disediakan
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penggandaan yang 46915 lembar 50200 lembar 46915 lembar 26176 lembar 55 76376 lembar 162,79
Penggandaan disediakan
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumlah akfifitas rapat-rapat 18 OK 31 org/kali 18 OK 9 OK 50 40 OK 222,22
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah yang disediakan
Indikator Program: 100% - 100% 0% 0 0% 0
Persentase Pemenuhan
Layanan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah dan P 1 Jenis - 1 Jenis - Jenis 0 - Jenis 0
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Aparatur yang Disediakan
8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang - - - - - = =
diadakan
8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin 1 Unit = 1 Unit - Unit 0 -~ Unit 0
Lainnya Lainnya yang disediakan
Indikator Program. 100% - 100% 50% 50 50% 50
Persentase Pemenuhan
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Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah jasa Penunjang Urusan 2 Jenis = 2 Jenis 2 Jenis 100 2 Jenis 100
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
disediakan
8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50 18 Bulan 150
Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air
dan listrik
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah jasa pelayanan umum 12 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50 30 Bulan 250
Kantor kantor
Indikator Program: 100% - 100% 50% 50 50% 50
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah jasa pemeliharaan 2 Jenis ~ 2 Jenis 2 Jenis 100 2 Jenis 100
Penunjang Urusan Pemerintahan barang milik daerah
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang
disediakan
8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan perorangan 8 Unit 3 Unit/thn 8 Unit 6 Unit 75 9 Unit 112,50
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas atau kendaraan dinas
Perorangan Dinas atau Kendaraan jabatan yang disediakan jasa
Dinas Jabatan pemeliharaan dan perizinan
8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin 14 Unit 15 Unit 14 Unit 9 Unit 64,28 24 Unit 171,42
Lainnya lainnya yang dipelihara
8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor dan - - = = = - -
Kantor dan Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang
dipelihara/direhabilitasi
80102 mmww Pumepmhmn 29.05% : 29.05% 2543% 87 2548% | o
| ;hhd-pm-t-htm '
| telah dibina
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Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan

pelajar yang mengikuti
kegiatan Ikrar Bersama Anak
Bangsa (IKBAB) dan Jumlah
kelompok masyarakat yang

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah Peserta Penyuluhan 400 orang = 400 orang 300 orang 75 300 orang 75
pemantapan Pembauran Kebangsaan dan
pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila Kerukunan Umat Beragama
dan dan pemuda-pemudi/pelajar
Karakter Kebangsaan yang mengikuti kegiatan Ikrar
serta kelompok masyarakat
yang mengikuti Haul dan
Tabur Bunga Peristiwa
Perjuangan 14 Januari 1946
Kumai
8.01.02.2.01.01 Sub Kegiatan: Jumlah Peserta Penyuluhan 50 orang 6 orang 50 orang - orang 0 6 orang 12
Penyusunan Program Kerja di Bidang | Pembauran Kebangsaan dan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela | Kerukunan Umat Beragama
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.02 Sub Kegiatan: Jumlah peserta - - = = = - -
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang | sosialisasi/penyuluhan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela | Revolusi Mental dan Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran | Negara
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Seiarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.03 Sub Kegiatan: Jumlah pemuda-pemudi dan 350 orang 300 orang 350 orang 300 orang 85,71 600 orang 171,42

Pelaksanaan Koordinasi di
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

koordinasi persiapan
pembentukan Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK)
Tingkat Kecamatan

Seiarah Kebangsaan mengikuti Haul dan Tabur
Bunga Peristiwa perjuangan
14 Januari 1946 Kumai
8.01.02.2.01.04 Sub Kegiatan: Jumlah peserta rapat - - - = - - -
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8.01.02.2.01.05

Sub Kegiatan:

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakfer
Bangsa,  Pembauran  Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka dan Sejarah

Kebangsaan

Jumlah Laporan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter
Bangsa

6822

8.01.03.2.01

Pemantapan  Pelaksanaan  Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan = Demokrasi,  Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan  dan  Partai  Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik

sosialisai/penyuluhan politik
masyarakat dan peserta
pelatihan penyusunan LFJ
bantuan kenangan partai
politik

8.01.03.2.01.01 Sub Kegiatan : Jumlah peserta 100 orang 42 orang 100 orang 50 orang 50 92 orang 92
Penyusunan Program Kerja di Bidang | sosialisai/penyuluhan politik
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, | masyarakat
Peningkatan =~ Demokrasi,  Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan ~ dan  Partai  Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.03 Sub Kegiatan . Jumlah Peserta Pelatihan 30 orang - 30 orang - orang 0 - orang 0
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang | Penyusunan Laporan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, | Pertanggungjawaban (LFJ)
Peningkatan  Demokrasi,  Fasilitasi | Bantuan Keuangan Parpol

Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan ~ dan  Partai  Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan




Situasi Politik Di Daerah

Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi ~Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum  Kepala  Daerah,  Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

8.01.03.2.01.04 Sub Kegiatan : Jumlah Kegiatan Verifikasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang | Bantuan Keuangan/Hibah
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, | Kepada Partai Politik
Peningkatan =~ Demokrasi,  Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan  darr  Partai  Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
8.01.03.2.01.05 Sub Kegiatan : Jumlah Monitoring Evaluasi - - = - -
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan | dan Pelaporan Bidang Poldagri

Penyusunan Program Kerja dibidang
Pendaftaran  Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Penyuluhan/Sosialisasi Tentang
Ormas/LSM

801.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan | Jumlah Peserta 140 orang 140 orang - orang - orang
Pemantapan  Pelaksanaan  Bidang | Penyuluhan/Sosialisasi Tentang
Pemberdayaan  dan  Pengawasan | Ormas/LSM
Organisasi Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.01 Sub Kegiatan : Jumlah Peserta 140 Orang 140 Orang - Orang - Orang 0
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801.04.2.01.04

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi di
Bidang Organisasi
Kemsyarakatan

8.01.04.2.01.05

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan  Mediasi  Sengketa  Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing
di Daerah

Jumlah laporan hasil Monev
Ormas dan LSM

3 Laporan

3 Laporan

- Laporan

- Laporan

| 801.062.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik
Sosial

Jumlah Patroli Aparat
Keamanan (Instansi Vertikal)
dalam rangka cipta kondisi
keamanan daerah

51 kegiatan

51 kegiatan

25 kegiatan

49,01

49,01

8.01.06.2.01.01

Sub Kegiatan :

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan,  serta  Penanganan
Konflik di

Daerah

Jumlah Laporan Rencana Aksi
Daerah (RAD)

15 Laporan

15 Laporan

15 Laporan

3 Laporan

20

18 Laporan

8.01.06.2.01.04

Sub Kegiatan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja

Jumlah Kerjasama Dengan
Aparat Keamanan Dalam
Teknik Pencegahan Kejahatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

1 Kegiatan

33,33

1 Kegiatan

33.33
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Asing dan Lembaga Asing, | (Forum Kewaspadaan Dini
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, | Pemda dan Forum
Fasilitasi Kelembagaan Bidang | rovas padaan Dini
Kewaspadaan,  serta  Penanganan
Konflik di Daerah

8.01.06.2.01.05 Sub Kegiatan Jumlah Patroli Aparat 48 Kegiatan 36 Kegiatan 48 Kegiatan 24 Kegiatan 50 60 Kegiatan 125

Masyarakat)

Pelaksanaan Moniforing, Evaluasi dan | Keamanan (Instansi Vertikal)
Felaporan’di " Bideng S Kewnapadsan' (), rangka cipta kondisi
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan

keamanan daerah
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,

serta Penanganan Konflik di Daerah
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
sampai dengan Triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Polifik Tahun 2021
memerlukan beberapa perubahan dan pergeseran pada program/ kegiatan/ sub
kegiafan baik pergeseran anggaran, maupun penambahan/ pengurangan target
kinerja dalam rangka mencapai hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan program/
kegiatan/ sub kegiatan.

Adapun pagu belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami
perubahan dapat dilihat pada 7abelberikut dibawah ini -

R e e e e P T P e S P
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Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

Indikator Kinerja

Rencana Kerja Tahun 2021

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021

Urusan/ Bidang
Koiia g::;::':‘l Lokasi Target Capaian Kinerja —_ Target Capaian Kinerja Sumber | Catatan
Kegiatan/ Sub g:opga::; Q:lgl::::: Sub azzllla - Output Keluaran iasil FRagt)l Indikatif Output . Keluaran Hasil (P;gt)l Indikatif Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Program Sub . Kegiatan rogram Sub s
eg Keglatan Kegiatan 9 Keglatan Kegiatan
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 |01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.218.771.000 6.976.131.535
8 |01 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.957.761.900 3.842.704.395
8 |01 |01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.576.000 73.458.950
Dokumen
Jumlah Perencanaan, Dana
Panyusunan il dokumen penganggaran | Kab. B, . Transfer
Lot Akl perencanaan dan evaluasi Kotawaringi 8 72 Nilai Kotawaring 8 72 Nilai Umum-
8 [ 01|01 201 | O1 Perencanaan pelayanan e 100% 37.005.400 | in Barat, 100% 36.253.600
Paaa ey Administrasi perangkat kinerja n Barat, Dokumen | Skor Arut Dokumen Skor Dana
Daerarg'l Perkantoran daerah yang perangkat Arut Selatan S Alokasi
disusun daerah yang Umum
berkualitas
R Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
laporan Perencanaan, Dana
Coweran | Peventese | capmn | porgangoman | kab . SR .
. T inerja dan an evaluasi awaringi ilai : ilai mum-
8 | 01|01 201 | 06 Capalan_ Kinerja pela)_'abnan ] ikhticar kinerja n Barat, 100% Dokurmen: || Skor 38.570.600 | in Barat, 100% Dokumen Skor 37.205.350 Dara
;:r;llizgtslisf(l}ner'a égmg‘r"fg?:r: realisasi perangkat Arut Selatan 'ggf;tan Alokasi
SKPD J kinerja SKPD daerah yang Umum
yang disusun berkualitas
8 01|01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.509.915.397 3.349.543.200
Persentase
Pemenuhan Jumlah Persentase Dana
Layanan dokumen layanan Kab Kab. e
Penyedia Gaji Peningkatan penyediaan Administrasi Kota;/varin i 14 Kotawaring 14 Umum-
8 01|01 202 | 01 dan Tunjangan Pengembangan gaji dan Keuangan n Barat 9 100% Dokumen 100% 3.462.836.597 | in Barat, 100% Bekumen 100% 3.305.837.000 Dana
ASN Sistem tunjangan Perangkat Arut Se}atan Arut Alokasi
Pelaporan ASN dalam Daerah yang Selatan U
Capaian Kinerja setahun tepat waktu
dan Keuangan
Persentase
Pemenuhan Jumiah Persentase
Pelaksanaan Layanan dokumen layanan Dana
:::atausahaan Peningkatan zenatausahaa Administrasi Kab. 500 Kab. 500 E:ﬂf::r
8 | 01|01 202 | 03 - . Pengembangan . Keuangan Kotawaringi 100% 100% 43.858.600 | Kotawaring | 100% 100% 41.350.850
Pengujian/Verifik ; danpengujian/ Dokumen : Dokumen Dana
: Sistem e, Perangkat n Barat in Barat "
asi Keuangan Polearan verifikasi Do e Alokasi
SKPD P — keuangan yang Umum
Capaian Kinerja tepat waktu
SKPD
dan Keuangan

b T R e
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Persentase
Pemenuhan Persentase Dana
Koordinasi dan Layanan Jumlah layanan Kab Kab. Transfer
Penyusunan Peningkatan laporan Administrasi Kota;/var'n i Kotawaring i
01 | 01 202 | 05 | Laporan Pengembangan keuangan Keuangan 1 Barat Ing 100% 1 Laporan | 100% 3.220.200 | in Barat, 100% 1 Laporan 100% 2.355.350 Dana
Keuangan Akhir Sistem akhir tahun Perangkat Arut Sa'latan Arut Alokasi
Tahun SKPD Pelaporan yang disusun Daerah yang Selatan Urniira
Capaian Kinerja tepat waktu
dan Keuangan
01 | 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.840.000 13.530.000
Jumlah Persentase Dana
Pengadaan ;:::::ahs:n pakaian dinas Pemenuhan Kab Kab Transfer
Pakaian Dinas beserta Layanan S o 0 S o Umum-
o1 | 01 205 | 02 Beserta Atribut igﬁﬁg;;g perlengkapan Peningkatan rP](oBt:\::rlngl 100% 5 Stel 100% 3.000.000 iﬁoéaawﬁlaatrmg 100% 5 Stel 100% 3.000.000 Dana
Kelengkapannya Perkantoran nya yang Disiplin Alokasi
diadakan Aparatur Umum
Jumlah
Bimbingan bimbingan Persentase Dana
Teknis E:ﬁ::ﬁis:n teknis Pemenuhan Kab 2 Kab Transfer
Implementasi implementasi Layanan ol 5 S o 1 o Umum-
01 | 01 205 | 11 Poratitan ::I:]iy;::gg peraturan Peningkatan 'lfcg:::rmgl 100% iC)rang/Kal 100% 20.840.000 ilf‘oéa;v::trlng 100% Orang/Kali 100% 10.530.000 Dana
Perundang- P o perundang- Disiplin Alokasi
Undangan undangan Aparatur Umum
yang diikuti
01 | 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.606.026 167.760.543
; Jumlah
::r:yzc:::n Persentase komponen Persentase Kab Kab. 'Il?raar:\asfer
rompor Pemenuhan instalasi Pemenuhan N Kotawaring
instalasi Kotawaringi Umum-
o1 | 01 206 | 01 [iStik/Peneranda Pelayanan listrik/peneran Layanan n Barat 100% 5 Jenis 100% 2.499.475 | in Barat, 100% 5 Jenis 100% 1.757.063 Dana
s anpunan 9 Administrasi gan bangunan | Administrasi Arut Sel atan Arut Alokasi
ia ntorg Perkantoran kantor yang Umum Selatan s
disediakan
Dana
. Persentase Jumlah Persentase Kab.
P::‘a);:g:adnan Pemenuhan peralatan dan | Pemenuhan KK;:Warin i Kotawaring B;::z:?r
01 | 01 206 |02 | P erlonakapan Pelayanan perlengkapan Layanan n Barat 9 100% 40 Jenis 100% 22.679.393 | in Barat, 100% 40 Jenis 100% 29.178.622 Bana
::a ntorg P Administrasi kantor yang Administrasi At S e] atan Arut Alokasi
Perkantoran disediakan Umum Selatan U
mum
Dana
. Persentase Persentase Kab.
S:?;’:;’ Cotakan | Femenhan :g:;:ndaan Pemenuhante tso?c:\}./aringi 46915 [ctmiaing 26937 i
01 | 01 206 | 05 e Pelayanan yang yanan n Barat 100% Lombar 100% 19.977.158 | in Barat, 100% Trar 100% 12.984.858 Dana
Administrasi o Administrasi { Arut .
Penggandaan Dorkarias disediakan Ui Arut Selatan Selatan Glr:itarrs:l
Jumlah
Penyelenggaraa | Persentase ra:h;ittas pst: Persentase Kab Kab. ‘?raar:;fer
n Rapat Pemenuhan K of)r ainasidan Pemenuhan K ota;lv arinc Kotawaring Umum-
o1 | 01 206 | 09 | Koordinasi dan Pelayanan KonaLltaBike Layanan n Barat g 100% 18 OK 100% 89.450.000 | in Barat, 100% 24 OK 100% 123.840.000 Dara
Konsultasi Administrasi [T e s Administrasi Arut Se]atan Arut Alokasi
SKPD Perkantoran yang Umum Selatan Umum
disediakan
01 | 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.947.492 23.041.249

s A ———
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Persentase
Pamerunan | i | Penenne s
Pengadaan Layanan Peralatan dan Peme?\uhan Kab. Kab. U
o1 | 01 207 | 06 | Peralatan dan Peningkatan Mesin Lainnya Saranatian Kotawaringi 100% 1 Unit 100% 4.947.492 | Kotawaring | 100% 3 Unit 100% 23.041.249 e
Mesin Lainnya Sarana dan yang T n Barat in Barat ek ]
Prasarana disediakan Aparatur S
Aparatur
01 | 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.186.965 179.186.965
Persentase
. Jumlah Dana
e e | Pervediaan | TSN kab Ko Tranafer
o1 |01 | 208 Komunikasi, Pelayanan ’k“sa Lo Penunjang %a‘”a”"g' 100% 12Bulan | 100% 64.319.540 | in Barat, 100% 12 Bulan 100% 64.319.540 | ~mum-
Sumber Daya Administrasi omunikasi, Urusan n Barat, Arut Dana :
. s mber daya 3 Arut Selatan Alokasi
Air dan Listrik Perkantoran o P Pemerintahan Selatan
air dan listrik D Umum
aerah
Persentase
Persentase pemenuhan 'Er):a?sfer
Penyediaan Pemenuhan Jumlah jasa jasa Kab. Kab. Ui
01 | 01 2.08 Jasa Pelayanan Pelayanan pelayanan Penunjang Kotawaringi 100% 12 Bulan 100% 114.867.425 | Kotawaring | 100% 12 Bulan 100% 114.867.425 b
Umum Kantor Administrasi umum kantor Urusan n Barat in Barat Alokasi
Perkantoran Pemerintahan ORas!
Umum
Daerah
01 | 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.690.020 36.183.488
Penyediaan Jumlah Persentase
Jasa kendaraan pemenuhan
Pemeliharaan, perorangan layanan jasa Dana
Biaya Persentase dinas atau pemeliharaan Kab Kab. S
Pemeliharaan Pemenuhan kendaraan barang milik Kota;lvarin i Kotawaring Ve
o1 | O1 209 | 01 dan Pajak Pelayanan dinas jabatan daerah N Barat 9 100% 8 Unit 100% 19.693.020 | in Barat, 100% 8 Unit 100% 26.186.488 Dana
Kendaraan Administrasi yang Penunjang Arut S e’| atan Arut Alokasi
Perorangan Perkantoran disediakan Urusan Selatan o
Dinas atau jasa Pemerintahan
Kendaraan pemeliharaan Daerah yang
Dinas Jabatan dan perizinan disediakan
Persentase
pemenuhan
layanan jasa
Persentase Jumlah pemeliharaan ?;r:’asf o
Pemeliharaan Pemenuhan peralatan dan barang milik Kab. Kab. s
o1 | 01 209 | 06 Peralatan dan Pelayanan mesin lainnya daerah Kotawaringi 100% 14 Unit 100% 9.997.000 | Kotawaring | 100% 14 Unit 100% 9.997.000 DA
Mesin Lainnya Administrasi yang Penunjang n Barat in Barat Rkt
Perkantoran dipelihara Urusan =
Pemerintahan
Daerah yang
disediakan
01 | 02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 562.436.200 386.234.580
01 | 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 562.436.200 386.234.580
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Penyusunan
Program Kerja di Bumiah
Bidang |deologi Persentase Peserta
e pemahaman Penyuluhan/ i e Dana
Kebangsaan, ! X bl Pelaksanaan Kab.
Bela Negara, ideclogl SOl Bidang Kotawaringi Kab. Transfer
g |0t |02 | 201 | 01 | Karakter el petpectar Ideologi n Barat, 2905% | 50 Orang | 100% 359.094.650 | Kotawaring | 29,05% 60 Orang | 100% 179.894.780 | Umum-
ebangsaan Kebangsaan i : Dana
Bangsa, Pancasila dan | Pangkalan in Barat .
terhadap dan Alokasi
Pembauran Karakter Banteng
masyarakat Kerukunan Umum
Kebangsaan, telah dibi Umat Bangsa
Bineka Tunggal yang tefah dibina Bma
lka dan Sejarah eragama
Kebangsaan
Jumlah
pemuda-
pem_udi dan
Pelaksanaan pelajar yang
Kebijakan di ’I;"g’i‘gt'::t'lkrar
Bidang Ideologi P
ersentase Bersama
Wawasan Prosentase
pemahaman Anak Bangsa Dana
Kebangsaan, i . Pelaksanaan
ideologi (IKBAB) dan : ot . Transfer
Bela Negara, AT Jumlah Bidang Kotawaringi 350 Kotawaring Ve
8 |01 | 02 2.01 | 03 | Karakter i Ideologi n Barat, 29,05% 100% 203.341.550 | in Barat, 29,05% 370 Orang | 100% 206.339.800
ebangsaan kelompok : ; Orang : Dana
Bangsa, Pancasila dan Kumai Kumai .
terhadap masyarakat Alokasi
Pembauran Karakter
Kebangsaan masyarakat yang Bangsa Umum
Bineka Tung'gal yang telah dibina | mengikuti
; Haul dan
Peristiwa
perjuangan 14
Januari 1946
Kumai
8|01 | o3 :mg;ya;npl:«:ll:::gkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta 1.359.327.890 1.331.894.810
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
8 |01 |03 2.01 Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 1.359.327.890 1.331.894.810
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Penyusunan
Program Kerja di
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Prosentase
Demokrasi, Jumlah Pelaksanaan Kab. Kab Dana
Fasilitasi Presentase peserta Bidang' Kotawaringi Kot aw aring Transfer
8|01 |03 |20 |01 |Kelembagaan | Pemahaman sosialisssif Pendidikan n Barat, 2052% | 100 100 % 45169.700 | inBarat, | 2052% | 50Orang | 100 % 22584.850 | Umum-
Pemerintahan, Politik penyuluhan Politik dan Kumai, Orang Danakalan Dana
Perwakilan dan Masyarakat politik Pengembanga | Pangkalan = dag Alokasi
Partai Politik, masyarakat n Etika serta Lada Umum
Pemilihan Budaya Politik
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

erubaha
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Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik, Jumlah
Peningkatan Peserta Prosentase
Demokrasi, Pelatihan Pelaksanaan Dana
Falsilitasi Preserr:tase Penyusunan Bida:g Kab Kab Bransfer
Kelembagaan Pemahaman Laporan Pendidikan NPT o N Q mum-
8 (01 | 03 201 | 03 Pemerintahan, Politik Pertanggung Politik dan rl:rg:r;rmgl 20,52% 30 Orang 100 % 8.978.190 ﬁoé?rv:tnng 20,52% 20 Orang 100 % 6.164.960 Dana
Perwakilan dan Masyarakat jawaban (LPJ) | Pengembanga Alokasi
Partai Politik, Bantuan n Etika serta Umum
Pemilihan Keuangan Budaya Politik
Umum/Pemiliha Parpol
n Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Prosentase
Demokrasi, .}J(umilaatr; - Pelaksanaan Dana
Fasilitasi Presentase SUISREE) Bidang Transfer
Kelembagaan Pemahaman s Pendidikan o 1 . Umum-
8 |01 |03 201 | 04 P ; o Bantuan RE Kotawaringi | 20,52% . 100 % 1.305.180.000 | Kotawaring | 20,52% 1 Kegiatan | 100 % 1.303.145.000
emerintahan, Politik Keianaan/ Politik dan S RATat Kegiatan in Barat Dana
Perwakilan darr Masyarakat Hibah gK R Pengembanga Alokasi
Partai Politik, el Portk. | nEtika serta Umum
Pemilihan Budaya Politik
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
8|01 |04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 63.209.010 15.137.200
8| o1 | o4 2.01 azl;;l:l;ﬁ:kl:::rl'jakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 63.200.010 15.137.200
Penyusunan
Program Kerja
dibidang
Pendaftaran Prosentase Kab. 5
Ormas, Jumlah Pemberdayaa N ana
Pemberdayaan S&;r::{;t::ie dan Peserta ndan :f‘g:ginng' Transfer
8|0t |04 |200 o | mas EvaLast | jempaga Penyuuhan/ | Pongawassn | Kotawaringi | 58% oo 100 % 47.390.410 | - 58% - Orang 100 % Al T
san ediasi kemasyarakatan osialisasi rganisasi =y rang )
engketa ; Tentang Kemasyarakat Alokasi
Ormas, yang terbina Ormas/LSM andi Eaggkalan Umum
Pengawasan Kab.Ktw.Barat ada
Ormas dan
Ormas Asing di
Daerah
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Pelaksanaan

Monitoring
Evaluasi dan
e
FB,idI:ggran ¢ Prosentase - o
Pendaftaran Pemberdayaa Rotaysing = Dana
o Persentase n Barat, Kotawaring
rmas, Ao Jumlah n dan ot : Transfer
Pemberdayaan organisasi dan laporan hasil Pengawasan Fae 0 Barat, Umum-
01 | 04 2.01 05 Ormas. Evaluasi lembaga Monev Ormas | Organisasi n Lama, 58% 3 Laporan | 100 % 15.818.600 | Kotawaring | 58% 2 Laporan 100 % 15.137.200 Dana
d el kemasyarakatan Pangkalan in Lama, :
an Mediasi y dan LSM Kemasyarakat Alokasi
Sertketa yang terbina an di Lada, Pangkalan i
g Pangkalan Lada
Ormas, Kab.Ktw.Barat
Pengawasan BT
gaw.
Ormas dan
Ormas Asing di
Daerah
01 | 06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 276.036.000 1.400.160.550
01 | 06 2,01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danP ganan Konflik Sosial 276.036.000 1.400.160.550
Penyusunan
Program Kerja di
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Prosentase
Intelijen, Kerjasama
Pemantauan Jumlah dengan
Orang Asing, partisipasi Aparat
Tenaga Kerja instansi vertikal Keamanan Dana
Asing dan (tim keamanan Jumlah (Instansi Kab é Kab Transfer
Lembaga Asing, | daerah) yang Laporan Vertikal) N vl S : 5 Umum-
01 | 06 201 | 01 Kewaspadaan e alar Rencana Aksi | dalam rangka goat:\'f/;rmgl 8 Instansi Laporan 100 % 35.438.300 il[(::éa;\;«:trlng 8 Instansi 15 Laporan | 100 % 13.891.950 Dana
Perbatasan pencegahan Daerah (RAD) Peningkatan Alokasi
Antar Negara, tindak kriminal Kewaspadaan Umum
Fasilitasi dan menjaga dan
Kelembagaan kantramtibmas Penanganan
Bidang Konflik di
Kewaspadaan, Daerah
serta
Penanganan
Konflik di

Daerah




Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Jumlah Prosentase
Intelijen, Szga:ma Kerjasama
Pemantauan Jumlah Ap argat dengan
Orang Asing, partisipasi (Y b Ty Aparat
Tenaga Kerja instansi vertikal . Keamanan Dana
Asing dan (tim keamanan Dalam Teknik (Instansi Transfer
ot 201 | 04 | Lembaga Asing, | daerah)yang Koaan | Vertikal Kotwaring! | 8 instansi | 3 100 % 24.599.000 ﬁ;waring 8instansi | 3 Kegiatan | 100 % 1.124.520,600 | UmMum-
' Kewaspadaan terlibat dalam F cj:rum dalam rangka e 9 Kegiatan R in Barat 9 e Dana
Perbatasan pencegahan Peningkatan Alokasi
: i Kewaspadaan
é:tsa;lgseigara, gr;::a:j;(;;r:g;al 5; r: ;, ::: :1 A gzrraspadaan Umum
Kelembagaan kantramtibmas Penanganan
Bidang Kewaspadaan | \onfii di
Kewaspadaan Ciny Daerah
serta ' Masyarakat)
Penanganan
Konflik di
Daerah
Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang
Kewaspadaan Prosentase
Dini, Kerjasama Kerjasama
Il;:nhjaenr:'auan Jumlah Patroli Jumlah Patroli ::2?::
Orang Asing, Aparat - mkes Keamanan Dana
Tenaga Kerja Keamanan < stlogial (Instansi Transfer
i 9 b ! (Instansi (Instansi Vortkal) Kab. 0 Kab. " | achry
01 201 | 05 L 9 . Vertikal) dalam Vertikal) Kotawaringi | 8 Instansi o 100 % 215.998.700 | Kotawaring | 8 Instansi : 100 % 261.748.000
embaga Asing, - dalam rangka Kegiatan i Kegiatan Dana
Kewaboadioan rangka cipta dalam rangka Peningkatan n Barat in Barat Alokasi
Perbat:san kondisi cipta kondiel Kewagpadaan Umum
Artar Nodara keamanan keamanan et
Fasilitasig ' daerah deersh Penanganan
Kelembagaan Konflik di
Bidang Daerah
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di
Daerah
TOTAL SEBELUM 6.218.771.000 TOTAL SESUDAH 6.976.131.535
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Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2021

hencam Tahun 2021 (Tahun berjalan)

Urusan/ Bidang
rusan Pemerintahan |Indikator Kinerja Program / Kegiatan KPD
F(od' S1ah Dan F(plompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja [Pagu Indikatif mber Dana Fenanuung
gram/Kegiatan/ belum elah lum lah Sebelum elah belum Setelah belum ketelah llumlah lsebelum lah fawab
b Kegiatan erubahan rubahan bahan rubahan Perubahan bahan rubahan Perubahan [Perubahan Perubahan Perubahan (+/-) [Perubahan [Perubahan
1 2 B A 5 3 7 B 3 10 11 12 13 14 15 19
UNSUR
PEMERINTAHAN
UMUM
18.01 KESATUAN 6.218.771.000 |6.976.131.535 757.360.535 adan
BANGSA DAN esatuan
POLITIK ngsa dan
Politik
.01.01 PROGRAM Indikator Indikator 100% 1.00% 3.957.761.900 |3.842.704.395 |(115.057.505) dan
PENUNJANG Program: Program: esatuan
URUSAN Persentase Persentase ngsa dan
PEMERINTAHAN pemenuhan pemenuhan Politik
DAERAH pelayanan pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
18.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen | Jumlah dokumen Perencanaan Perencanaan Kab. Kab. 27 R7 75.576.000 73.458.950 (2.117.050) F\PBD IAPBD Badan
Penganggaran, dan perencanaan, perencanaan, dan dan Kotawaringi | Kotawaringi Dokumen Dokumen Perubahan |[Kesatuan
Evaluasi Kinerja penganggaran penganggaran Penganggaran Penganggaran n Barat, n Barat, Arut Lngsa dan
Perangkat Daerah dan evaluasi dan evaluasi Badan Kesatuan Badan Kesatuan Arut Selatan| Selatan Politik
kinerja kinerja Bangsa dan Bangsa dan
perangkat perangkat Politik Politik
daerah daerah Kab.Ktw.Politik Kab.Ktw.Politik
18.01.01.2.01.0 | Penyusunan Jumlah dokumen Jumlah dokumen Perencanaan Perencanaan dan Kab. Kab. 8 8 37.005.400 36.253.600 (751.800) |APBD APBD Badan
1 Dokumen perencanaan perencanaan dan Penganggaran Kotawaringi | KotawaringinDokumen Dokumen Perubahan [Kesatuan
Perencanaan perangkat perangkat Penganggaran Badan Kesatuan n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
Perangkat Daerah daerah yang daerah yang Badan Kesatuan Bangsa dan Selatan Selatan Politik
disusun disusun Bangsa dan Politik
Politik Kab.Ktw.Politik
Kab.Ktw.Politik
.01.01.2.01.0 | Koordinasi dan Jumlah laporan Jumlah laporan Perencanaan Perencanaan dan | Kab. Kab. o 19 38.570.600 37.205.350 (1.365.250) |APBD IAPBD Badan
5 Penyusunan capaian kinerja capaian kinerja dan Penganggaran Kotawaringi | KotawaringinDokumen Dokumen Perubahan |[Kesatuan
Laporan Capaian dan ikhtisar dan ikhtisar Penganggaran Badan Kesatuan n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
Kinerja dan lkhtisar realisasi kinerja realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Selatan Selatan Politik
Realisasi Kinerja SKPD yang SKPD yang Bangsa dan Politik
SKPD disusun disusun Politik Kab.Ktw.Politik
Kab.Ktw.Politik

Perubahan




Indikator Indikator [100% 100%
Program: Program:
Persentase Persentase
Pemenuhan Pemenuhan
Layanan Layanan
Peningkatan Peningkatan
Pengembangan Pengembangan
Sistem Sistem
Pelaporan Pelaporan
Capaian Kinerja Capaian Kinerja
dan Keuangan dan Keuangan
.01.01.2.02 Administrasi Jumlah dokumen | Jumlah dokumen | Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 515 515 APBD IAPBD dan
Keuangan Administrasi Administrasi Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringi Dokumen Dokumen | 3.509.915.397 |3.349.543.200 |(160.372.197) Perubahan EEsatuan
Perangkat Daerah Keuangan Keuangan Politik Politik n Barat, n Barat, Arut ngsa dan
Perangkat Perangkat Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Arut Selatan| Selatan Politik
Daerah Daerah
18.01.01.2.02.0 Penyedia Gaji dan Jumlah dokumen Jumlah dokumen Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 4 4 3.462.836.597 |3.305.837.000 | ({156.999.597) APBD APBD Badan
1 Tunjangan ASN penyediaan gaji penyediaan gaji Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | KotawaringinDokumen Dokumen Perubahan [Kesatuan
dan tunjangan dan tunjangan Politik Politik n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
ASN dalam ASN dalam Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Selatan Selatan Politik
setahun setahun
.01.01.2,.02.0 | Pelaksanaan Jumlah dokumen Jumlah dokumen Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 500 500 43.858.600 41.350.850 {2.507.750) |APBD APBD Badan
3 Penatausahaan dan | penatausahaan penatausahaan Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi Kotawaringinbokumen Dokumen Perubahan [Kesatuan
Pengujian/Verifikas | dan pengujian/ dan pengujian/ Politik Politik n Barat Barat Bangsa dan
i Keuangan SKPD verifikasi verifikasi Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Politik
keuangan SKPD keuangan SKPD
8.01.01.2.02.0 | Koordinasi dan Jumlah laporan Jumlah laporan Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. [l Laporan [l Laporan 3.220.200 2.355.350 (864.850) |APBD IAPBD Badan
5 Penyusunan keuangan akhir keuangan akhir Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Laporan Keuangan tahun yang tahun yang Politik Politik n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
Akhir Tahun SKPD disusun disusun Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Selatan Selatan Politik
Indikator Indikator 100% 100%
Program: Program:
Persentase Persentase
Pemenuhan Pemenuhan
Pelayanan Pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
L.OI.OLZ.OS Administrasi Jumlah jenis Jumlah jenis Aparatur Badan Aparatur Badan Kab. Kab. 2 Jenis R Jenis 23.840.000 13.530.000 {10.310.000) |APBD APBD dan
Kepegawaian layanan layanan Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan Esatuan
Perangkat Daerah administrasi administrasi dan Politik dan Politik n Barat n Barat ngsa dan
kepegawaian kepegawaian Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Politik
yang disediakan yang disediakan
8.01.01.2.05.0 | Pengadaan Pakaian | Jumlah pakaian Jumlah pakaian Aparatur Badan Aparatur Badan Kab. Kab. 5 Stel 5 Stel 3.000.000 3.000.000 - |APBD APBD Badan
2 Dinas Beserta dinas beserta dinas beserta Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Atribut perlengkapannya perlengkapannya dan Politik dan Politik n Barat Barat Bangsa dan
Kelengkapannya yang diadakan yang diadakan Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Politik
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8.01.01.2.05.1 | Bimbingan Teknis Jumlah Jumlah Aparatur Badan Aparatur Badan Kab. Kab. 2 [l Orang/Kali 20.840.000 10.530.000 (10.310.000) APBD IAPBD Badan
1 Implementasi bimbingan teknis bimbingan teknis Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa Kotawaringi | KotawaringinOrang/Kali Perubahan [Kesatuan
Peraturan implementasi implementasi dan Politik dan Politik n Barat Barat Bangsa dan
Perundang- peraturan peraturan Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Politik
Undangan perundang- perundang-
undangan yang undangan yang
diikuti diikuti
Indikator Indikator 100% 1.00%
Program: Program:
Persentase Persentase
Pemenuhan Pemenuhan
Pelayanan Pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
[8.01.01.2.06 Administrasi Jumlah layanan Jumlah layanan Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 4 Jenis h]enis 134.606.026 167.760.543 33.154.517 APBD APBD Badan
Umum Perangkat administrasi administrasi Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan [Kesatuan
Daerah umum yang umum yang Politik Politik n Barat, n Barat, Arut Bangsa dan
disediakan disediakan Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Arut Selatan| Selatan Politik
8.01.01.2.06.0 | Penyediaan Jumlah Jumlah Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 5 Jenis 5 Jenis 2.499.475 1.757.063 (742.412) APBD APBD Badan
1 komponen instalasi komponen komponen Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
listrik/penerangan instalasi listrik/ instalasi listrik/ Politik Politik n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
bangunan kantor penerangan penerangan Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Selatan Selatan Politik
bangunan kantor bangunan kantor
yang disediakan yang disediakan
8.01.01.2.06.0 | Penyediaan Jumlah peralatan Jumlah peralatan Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 40 Jenis A0 Jenis 22,679.393 29.178.622 6.499.229 |APBD APBD Badan
2 peralatan dan dan dan Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
perlengkapan perlengkapan perlengkapan Politik Politik n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
kantor kantor yang kantor yang Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Selatan Selatan Politik
disediakan disediakan
8.01.01.2.06.0 | Penyediaan Barang Jumlah Jumlah Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 46915 26937 19.977.158 12.984.858 (6.992.300) |APBD APBD Badan
5 Cetakan dan penggandaan penggandaan Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringinl.embar Lembar Perubahan [Kesatuan
Penggandaan yang disediakan yang disediakan Politik Politik n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Selatan Selatan Politik
8.01.01.2.06.0 | Penyelenggaraan Jumlah aktifitas Jumlah aktifitas Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 18 OK R4 OK 89.450.000 123.840.000 34,390.000 APBD APBD Badan
9 Rapat Koordinasi rapat-rapat rapat-rapat Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
dan Konsultasi koordinasi dan koordinasi dan Politik Politik n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
SKPD konsultasi ke luar konsultasi ke luar Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Selatan Selatan Politik
daerah yang daerah yang
disediakan disediakan
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indikator Indikator [100% 100%
Program: Program:
Persentase Persentase
Pemenuhan Pemenuhan
Layanan Layanan
Peningkatan Peningkatan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Aparatur Aparatur
18.01.01.2.07 Pengadaan Barang Jumlah sarana Jumlah sarana Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 1 Jenis i Jenis 4.947.492 23.041.249 18.093.757 |APBD APBD adan
Milik Daerah dan Prasarana dan Prasarana Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan [Kesatuan
Penunjang Urusan Aparatur yang Aparatur yang Politik Politik n Barat n Barat ngsa dan
Pemerintah Disediakan Disediakan Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Politik
Daerah
8.01.01.2.07.0 | Pengadaan Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. i1 Unit 3 Unit 4.947.492 23.041.249 18.093.757 APBD APBD Badan
6 Peralatan dan dan Mesin dan Mesin Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Mesin Lainnya Lainnya yang Lainnya yang Politik Politik n Barat Barat Bangsa dan
disediakan disediakan Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Politik
Indikator Indikator 100% 100%
Program: Program: =
Persentase Persentase
Pemenuhan Pemenuhan
Pelayanan Pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
TB.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Jumlah jasa Jumlah jasa Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 2 Jenis 2 Jenis 179.186.965 179.186.965 - |APBD aPBD dan
Penunjang Urusan Penunjang Penunjang Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan Esat'ﬂ“
Pemerintahan Urusan Urusan Politik Politik n Barat, n Barat, Arut ngsa dan
Daerah Pemerintahan Pemerintahan Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Arut Selatan| Selatan Politik
Daerah yang Daerah yang
disediakan disediakan
8.01.01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Jumlah Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 12 Bulan  [12 Bulan 64.319.540 64.319.540 - |APBD APBD Badan
2 Komunikasi, penyediaan jasa penyediaan jasa Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Sumber Daya Air komunikasi, komunikasi, Politik Politik n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
dan Listrik sumber daya air sumber daya air Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Selatan Selatan Politik
dan listrik dan listrik
8.01.01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Jumlah jasa Jumlah jasa Badan Kesatuan Badan Kesatuan Kab. Kab. 12 Bulan {12 Bulan 114.867.425 114.867.425 - |APBD APBD Badan
Ll Pelayanan Umum pelayanan umum pelayanan umum Bangsa dan Bangsa dan Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Kantor kantor kantor Politik Politik n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat Selatan Selatan Politik
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Indikator Indikator [100% 100% =
Program: Program:
Persentase Persentase
Pemenuhan Pemenuhan
Pelayanan Pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
L.OI.OLZ.OS Pemeliharaan Jumlah jasa Jumlah jasa Peralatan Kantor Peralatan Kantor Kab. Kab. 2 Jenis 2 Jenis 29.690.020 36.183.488 6.493.468 |APBD IAPBD
Barang Milik pemeliharaan pemeliharaan dan Kendaraan dan Kendaraan Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan
Daerah Penunjang barang milik barang milik Dinas Dinas n Barat, n Barat, Arut
Urusan daerah daerah Arut Selatan| Selatan
Pemerintahan Penunjang Penunjang
Daerah Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah yang Daerah yang
disediakan disediakan
8.01.01.2.09.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Jumlah Peralatan Kantor Peralatan Kantor Kab. Kab. 8 Unit 8 Unit 19.693.020 26.186.488 6.493.468 |APBD APBD Badan
1 Pemeliharaan, kendaraan kendaraan dan Kedaraan dan Kedaraan Kotawaringi | Kotawaringin, Perubahan [Kesatuan
Biaya Pemeliharaan perorangan dinas perorangan dinas Dinas Dinas n Barat, Arut| Barat, Arut Bangsa dan
dan Pajak atau kendaraan atau kendaraan Selatan Selatan Politik
Kendaraan dinas jabatan dinas jabatan
Perorangan Dinas yang disediakan yang disediakan
atau Kendaraan jasa jasa
Dinas Jabatan pemeliharaan pemeliharaan
dan perizinan dan perizinan
8.01.01.2.09.0 | Pemeliharaan Jumlah peralatan Jumlah peralatan Peralatan Kantor Peralatan Kantor Kab. Kab. 14 Unit L4 Unit 9.997.000 9.997.000 - APBD IAPBD Badan
6 Peralatan dan dan mesin dan mesin dan Kedaraan dan Kedaraan Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Mesin Lainnya lainnya yang lainnya yang Dinas Dinas n Barat Barat Bangsa dan
dipelihara dipelihara Politik
.01.02 Program Persentase Persentase Tokoh Tokoh Kab. Kab. 29,05% 29,05% 562.436.200 386.234,580 |(176.201.620) APBD IAPBD dan
Penguatan Ideologi | pemahaman pemahaman Masyaraka, Masyaraka, Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan Esatum
Pancasila Dan ideologi ideologi Tokoh Agama, Tokoh Agama, n Barat n Barat ngsa dan
Karakter wawasan wawasan Tokoh Adat, Tokoh Adat, Politik
Kebangsaan kebangsaan kebangsaan Pemuda-Pemudi Pemuda-Pemudi
terhadap terhadap dan Pelajar di dan Pelajar di
masyarakat yang masyarakat yang | Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat
telah dibina telah dibina
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8.01.02.2.01 | Perumusan Jumlah Peserta Jumlah Peserta Tokoh Tokoh Kab. Kab. 400 Orang 130 Orang | 562.436.200 | 386.234.580 | (176.201.620) |APBD laPBD adan
Kebijakan Teknis Penyuluhan Penyuluhan Masyaraka, Masyaraka, Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan |[Kesatuan
dan pemantapan Pembauran Pembauran Tokoh Agama, Tokoh Agama, n Barat n Barat Bangsa dan
pelaksanaan Kebangsaan dan Kebangsaan dan Tokoh Adat, Tokoh Adat, Politik
Bidang ideologi Kerukunan Umat Kerukunan Umat Pemuda-Pemudi Pemuda-Pemudi
Pancasila dan Beragama dan Beragama dan dan Pelajar di dan Pelajar di
Karakter pemuda- pemuda- Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat
Kebangsaan pemudi/pelajar pemudi/pelajar
yang mengikuti yang mengikuti
kegiatan lkrar kegiatan lkrar
Bersama Anak Bersama Anak
Bangsa (IKBAB) Bangsa (IKBAB)
serta kelompok serta kelompok
masyarakat yang masyarakat yang
mengikuti Haul mengikuti Haul
dan Tabur Bunga dan Tabur Bunga
Peristiwa Peristiwa
Perjuangan 14 Perjuangan 14
Januari 1946 Januari 1946
Kumai Kumai
8.01.02.2.01.0 | Sub Kegiatan: | Jumlah Peserta Jumlah Peserta Tokoh Tokoh Kab. Kab. 50 Orang |60 Orang 359.094.650 179.894.780 | (179.199.870) |APBD IAPBD Badan
1 Penyusunan Penyuluhan Penyuluhan/ Masyaraka, Masyaraka, Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Program Kerja di Pembauran Sosialisasi Tokoh Agama, Tokoh Agama, n Barat, Barat Bangsa dan
Bidang Ideologi | Kebangsaan dan Pembauran Tokoh Adat, Tokoh Adat, Pangkalan Politik
Wawasan Kerukunan Umat Kebangsaan dan Pemuda-Pemudi Pemuda-Pemudi Banteng
Kebangsaan, Bela | Beragama Kerukunan Umat dan Pelajar di dan Pelajar di
Negara,  Karakter Beragama Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka
dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.02.2.01.0 | Sub Kegiatan: | Jumlah pemuda- Jumlah pemuda- Tokoh Tokoh Kotawaringi | Kotawaringin[350 Orang 70 Orang 203.341.550 206.339.800 2.998.250 APBD APBD Badan
3 Pelaksanaan pemudi dan pemudi dan Masyaraka, Masyaraka, n Barat, Barat, Kumai Perubahan [Kesatuan
Kebijakan di Bidang | pelajar yang pelajar yang Tokoh Agama, Tokoh Agama, Kumai Bangsa dan
Ideologi Wawasan | mengikuti mengikuti Tokoh Adat, Tokoh Adat, Politik
Kebangsaan, Bela | kegiatan Ikrar kegiatan (krar Pemuda-Pemudi Pemuda-Pemudi
Negara, Karakter | Bersama Anak Bersama Anak dan Pelajar di dan Pelajar di
Bangsa, Bangsa (IKBAB) Bangsa (IKBAB) Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat
Pembauran dan Jumlah dan Jumlah
Kebangsaan, kelompok kelompok
Bineka Tunggal lka | masyarakat yang masyarakat yang
dan Seiarah | mengikuti Haul mengikuti Haul
Kebangsaan dan Tabur Bunga dan Tabur Bunga
Peristiwa Peristiwa
perjuangan 14 perjuangan 14
Januari 1946 Januari 1946
Kumai Kumai
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.01.03

Program
Peningkatan Peran
Partai Politik Dan
Lembaga
Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik
Dan
Pengembangan
serta Budaya
Politik

Presentase
Pemahaman
Politik
Masyarakat

Presentase
Pemahaman
Politik
Masyarakat

Masyarakat dan
Anggota Parpol
di Kab.Ktw.Barat

Masyarakat dan
Anggota Parpol
di Kab.Ktw.Barat

Kab.
Kotawaringi
n Barat

Kab.
Kotawaringi
n Barat

20,52%

20,52%

1.359.327.890

1.331.894.810

(27.433.080)

IAPBD

BD
rubahan

dan
esatuan

ngsa dan
olitik

.01.03.2.01

Perumusan
Kebijakan Teknis
Dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik

Jumlah peserta
sosialisai/penyul
uhan politik
masyarakat dan
peserta
pelatihan
penyusunan LPJ
bantuan
keuangan partai
politik

Jumlah peserta
sosialisai/
penyuluhan
politik
masyarakat dan
peserta
pelatihan
penyusunan LPJ
bantuan
keuangan partai
politik

Masyarakat dan
Anggota Parpol
di Kab.Ktw.Barat

Masyarakat dan
Anggota Parpol
di Kab.Ktw.Barat

Kab.
Kotawaringi
n Barat

Kab.
Kotawaringi
n Barat

130 Orang

70 Orang

1.359.327.890

1.331.894.810

(27.433.080)

IAPBD

APBD
Perubahan

dan
esatuan
ngsa dan

Politik

8.01.03.2.01.0
1

Sub Kegiatan :
Penyusunan
Program Kerja di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Jumlah peserta
sosialisasi/
penyuluhan
politik
masyarakat

Jumlah peserta
sosialisasi/
penyuluhan
politik
masyarakat

Masyarakat dan
Anggota Parpol
di Kab.Ktw.Barat

Masyarakat dan
Anggota Parpol di
Kab.Ktw.Barat

Kab.
Kotawaringi
n Barat,
Kumai,
Pangkalan
Lada

Kab.
Kotawaringin
Barat,
Pangkalan
Lada

100 Orang

50 Orang

45.169.700

22.584.850

(22.584.850)

IAPBD

IAPBD
Perubahan

Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
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8.01.03.2.01.0 | Sub Kegiatan : Jumlah Peserta Jumlah Peserta Masyarakat dan Masyarakat dan Kab. Kab. 30 Orang 20 Orang 8.978.190 6.164.960 ((2.813.230) APBD IAPBD Badan

3 Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan Anggota Parpol Anggota Parpol di Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Kebijakan di Bidang | Penyusunan Penyusunan di Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat n Barat Barat Bangsa dan
Pendidikan Politik, Laporan Laporan Politik
Etika Budaya Pertanggung Pertanggung
Politik, Peningkatan | jawaban (LPJ) jawaban (LPJ)
Demokrasi, Bantuan Bantuan
Fasilitasi Keuangan Parpol Keuangan Parpol
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

8.01.03.2.01.0 | Sub Kegiatan : Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Masyarakat dan Masyarakat dan Kab. Kab. [l Kegiatan [l Kegiatan | 1.305.180.000 |1.303.145.000 (2.035.000) |APBD IAPBD Badan

4 Pelaksanaan Verifikasi Verifikasi Anggota Parpol Anggota Parpol di Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Koordinasi di Bantuan Bantuan di Kab.Ktw.Barat Kab.Ktw.Barat n Barat Barat Bangsa dan
Bidang Pendidikan Keuangan/Hibah Keuangan/Hibah Politik
Politik, Etika Kepada Partai Kepada Partai
Budaya Politik, Politik Politik
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan darr
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

.01.04 Program Persentase Persentase Tokoh Tokoh Kab. Kab. % 58% 63.209.010 15.137.200 | (48.071.810) |APBD PBD dan

Pemberdayaan organisasi dan organisasi dan Masyarakat dan Masyarakat dan Kotawaringi | Kotawaringi rubahan [Kesatuan
Dan Pengawasan lembaga lembaga Ormas/LSM Ormas/LSM n Barat n Barat ngsa dan
Organisasi kemasyarakatan | kemasyarakatan Politik
Kemasyarakatan yang terbina yang terbina

A i A s SO U3,
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8.01.04.2.01 Perumusan Jumlah Peserta Jumlah Peserta Tokoh Tokoh Kab. Kab. 140 Orang | Orang 63.209.010 15.137.200 (48.071.810) IAPBD APBD Badan
Kebijakan Teknis | Penyuluhan/ Penyuluhan/ Masyarakat dan Masyarakat dan Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan [Kesatuan
dan Pemantapan | Sosialisasi Sosialisasi Ormas/LSM Ormas/LSM n Barat n Barat Bangsa dan
Pelaksanaan Tentang Tentang Politik
Bidang Ormas/LSM Ormas/LSM
Pemberdayaan
dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

{8.01.04.2.01.0 | Sub Kegiatan : Jumlah Peserta Jumlah Peserta Tokoh Tokoh Kab. - 140 Orang |- Orang 47.390.410 - (47.390.410) |APBD IAPBD Badan

1 Penyusunan Penyuluhan/ Penyuluhan/ Masyarakat dan Masyarakat dan Kotawaringi Perubahan Kesatuan
Program Kerja Sosialisasi Sosialisasi Ormas/LSM Ormas/LSM n Barat, Bangsa dan
dibidang Tentang Tentang Kotawaringi Politik
Pendaftaran Ormas/LSM Ormas/LSM nLama,
Ormas, Pangkalan
Pemberdayaan Lada
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di
Daerah

8.01.04.2.01.0 | Sub Kegiatan : Jumlah laporan Jumlah laporan Tokoh Tokoh Kab. Kab. B Laporan [2 Laporan 15.818.600 15.137.200 (681.400) |APBD APBD Badan

5 Pelaksanaan hasil Monev hasil Monev Masyarakat dan Masyarakat dan Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Monitoring Ormas dan LSM Ormas dan LSM Ormas/LSM Ormas/LSM n Barat, Barat, Bangsa dan
Evaluasi dan Kotawaringi | Kotawaringin Politik
Pelaporan di nLama, Lama,
Bidang Pendaftaran Pangkalan Pangkalan
Ormas, Lada, Lada
Pemberdayaan Pangkalan
Ormas, Evaluasi Banteng
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di
Daerah

{8.01.06 Program Jumlah Jumlah Aparat Aparat Kab. Kab. B Instansi B Instansi 276.036.000 [1.400.160.550 (1.124.124.550 APBD IAPBD dan
Peningkatan partisipasi partisipasi Keamanan Keamanan Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan [Kesatuan
Kewaspadaan instansi vertikal instansi vertikal Daerah (Instansi Daerah (Instansi n Barat n Barat angsa dan
Nasional Dan | (tim keamanan (tim keamanan Vertikal) Vertikal) Politik
Peningkatan daerah) yang daerah) yang
Kualitas Dan | terlibat dalam terlibat dalam
Fasilitasi pencegahan pencegahan
Penanganan tindak kriminal tindak kriminal
Konflik Sosial dan menjaga dan menjaga

kantramtibmas kantramtibmas

e
Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA. 2021

Page 33




Konflik di Daerah

.01.06.2.01 Perumusan Jumlah Patroli Jumlah Patroli Aparat Aparat Kab. Kab. 1 Kegiatan 51 Kegiatan | 276.036.000 |1.400.160.550 (1.124.124.550 APBD laPBD dan

‘5 Kebijakan Teknis | Aparat Aparat Keamanan Keamanan Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan e:ai;:a:an

dan Pelaksanaan | Keamanan Keamanan Daerah (Instansi Daerah (Instansi n Barat n Barat Polifik

Pemantapan (Instansi (Instansi Vertikal) Vertikal)

Kewaspadaan Vertikal) dalam Vertikal) dalam

Nasional dan | rangka cipta rangka cipta

Penanganan kondisi kondisi

Konflik Sosial keamanan keamanan

daerah daerah a

8.01.06.2.01.0 | Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Jumlah Laporan Aparat Aparat Keamanan Kab. Kab. 15 Laporan |15 Laporan 35.438.300 13.891.950 (21.546.350) |APBD APBD Badan
1 Penyusunan Rencana Aksi Rencana Aksi Keamanan Daerah (Instansi Kotawaringi | Kotawaringin| Perubahan g:zaiiagan

Program Kerja di Daerah (RAD) Daerah (RAD) Daerah (Instansi Vertikal) n Barat Barat Poligk

Bidang Vertikal)

Kewaspadaan Dini,

Kerjasama

Intelijen,

Pemantauan Orang

Asing, Tenaga Kerja

Asing dan Lembaga

Asing,

Kewaspadaan

Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi

Kelembagaan

Bidang

Kewaspadaan,

serta Penanganan

Konflik di Daerah Bad
18.01.06.2.01.0 | Sub Kegiatan : Jumlah Jumlah Aparat Aparat Keamanan Kab. Kab. 3 Kegiatan 3 Kegiatan 24.599.000 |1.124.520.600 |1.099.921.600 [APBD APBD adan
& Pelaksanaan Kerjasama Kerjasama Keamanan Daerah (Instansi Kotawaringi | Kotawaringin perubahan g::a?:gan

Koordinasi di Dengan Aparat Dengan Aparat Daerah (Instansi Vetikal) n Barat Barat Poligk

Bidang Keamanan Dalam Keamanan Dalam | Vertikal)

Kewaspadaan Dini, Teknik Teknik

Kerjasama Pencegahan Pencegahan

Intelijen, Kejahatan Kejahatan

Pemantauan Orang (Forum {Forum

Asing, Tenaga Kerja Kewaspadaan Kewaspadaan

Asing dan Lembaga Dini Pemda dan Dini Pemda dan

Asing, Forum Forum

Kewaspadaan Kewaspadaan Kewaspadaan

Perbatasan Antar Dini Masyarakat) Dini Masyarakat)

Negara, Fasilitasi

Kelembagaan

Bidang

Kewaspadaan,

serta Penanganan
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8.01.06.2.01 Perumusan Jumlah Patroli Jumlah Patroli Aparat Aparat Kab. Kab. 51 Kegiatan 51 Kegiatan | 276.036.000 |1.400.160.550 |1.124.124.550 lapBD laPBD adan
Kebijakan Teknis | Aparat Aparat Keamanan Keamanan Kotawaringi | Kotawaringi Perubahan [Kesatuan
dan Pelaksanaan Keamanan Keamanan Daerah (Instansi Daerah (Instansi n Barat n Barat angsa dan
Pemantapan (Instansi (Instansi Vertikal) Vertikal) Politik
Kewaspadaan Vertikal) dalam Vertikal) dalam
Nasional dan | rangka cipta rangka cipta
Penanganan kondisi kondisi
Konflik Sosial keamanan keamanan
daerah daerah
8.01.06.2.01.0 | Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Jumlah Laporan Aparat Aparat Keamanan Kab. Kab. 15 Laporan |15 Laporan 35.438.300 13.891.950 (21.546.350) |APBD IAPBD Badan
1 Penyusunan Rencana Aksi Rencana Aksi Keamanan Daerah (Instansi Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Program Kerja di Daerah (RAD) Daerah (RAD) Daerah (Instansi Vertikal) n Barat Barat Bangsa dan
Bidang Vertikal) Politik
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama
Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
18.01.06.2.01.0 | Sub Kegiatan : Jumlah Jumlah Aparat Aparat Keamanan Kab. Kab. B Kegiatan [ Kegiatan 24.,599.000 |1.124.520.600 |1.099.921.600 |APBD APBD Badan
M Pelaksanaan Kerjasama Kerjasama Keamanan Daerah (Instansi Kotawaringi | Kotawaringin| Perubahan [Kesatuan
Koordinasi di Dengan Aparat Dengan Aparat Daerah (Instansi Vetikal) n Barat Barat Bangsa dan
Bidang Keamanan Dalam Keamanan Dalam | Vertikal) Politik
Kewaspadaan Dini, Teknik Teknik
Kerjasama Pencegahan Pencegahan
Intelijen, Kejahatan Kejahatan
Pemantauan Orang (Forum (Forum
Asing, Tenaga Kerja Kewaspadaan Kewaspadaan
Asing dan Lembaga Dini Pemda dan Dini Pemda dan
Asing, Forum Forum
Kewaspadaan Kewaspadaan Kewaspadaan
Perbatasan Antar Dini Masyarakat) Dini Masyarakat)
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
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[8.01.06.2.01.0 | Sub Kegiatan : Jumlah Patroli Jumlah Patroli Aparat Aparat Keamanan Kab. Kab. 18 Kegiatan 48 Kegiatan 215.998.700 261.748.000 45,749.300 |APBD IAPBD Badan

5 Pelaksanaan Aparat Aparat Keamanan Daerah (Instansi Kotawaringi | Kotawaringin Perubahan [Kesatuan
Monitoring, Keamanan Keamanan Daerah (Instansi Vertikal) n Barat Barat Bangsa dan
Evaluasi dan (Instansi Vertikal) | (Instansi Vertikal) | Vertikal) Politik
Pelaporan di dalam rangka dalam rangka
Bidang cipta kondisi cipta kondisi
Kewaspadaan Dini, keamanan keamanan
Kerjasama daerah daerah
Intelijen,

Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan sebagai bahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

2021.
Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 disusun sebagai pedoman dan acuan bagi
semua pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dengan fujuan target kinerja dapat tercapai

dengan optimal. Terima kasih.

Pangkalan Bun, Agustus 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KAB. KTW. BARAT

LN

#~

Drs. EDIE FAGANTI
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19650802 199403 1 010
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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
LEMBAR DISPOSIS!H

Surat dan %&Qn ‘Q‘(hﬁ Ditenima Tgi

& fop. 903

No Agenda ! 04

No Surat L ad Sifat

D Sangat Segera D Segera D Rahasia
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-
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(Uqafo"\ kab . fobedor

Diteruskan kepada Sdr

! ; Wakid Bupat

D Sekretaris Daerah

{ ! Asisten Pemenntahan & Kesra

‘ l Asisten Perekonoman & Pemb

D Asisten Administrasi Umum

D Staf Ahli Bidang

D Kepala Dinas / Badan @Km :
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D Teirts, Saran & Perimbanea
D Froses Lebih Lanput

D Untuk diselesatkan

D Untuk Diketahui / File
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-l
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Sudirman No. 18 Telepon | 0532 ) 2115
PANGKALAN BUN 74111

Kepada
Dan
Tanggal
Perthal

[Dasar

Pertimbangan

Usul / Saran

TELAAHAN STAF

Yth Ibu Bupat Kotawaringin Barat
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawanngin Barat
18 Januari 2021

- Mohon Persetujuan penambahan anggaran untuk Intansi Vertikal dalam
rangka cipta kondisi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

ted

tw

‘s

Vist dan Misi Bupat: dan Wakil Bupati Kotawanngin Barat ke 5 (lima) vaitu
“mewujudkan kondisi masvarakat yang aman, tentram dan dinamis”
Program Kenja Badan Kesatuan Bangsa dan Poliuk  Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021

Hasil Koordinasi Plt  Kaban Kesbangpol  Kobar  dengan  Bupan
Kotawanngin Barat hari Rabu tanggal 13 Januan 2021 & Ruang Kena
Bupati Kotawanngin Barat

Dalam rangka memingkatkan kerasama dengan Instanst Vertikal (Pofres
Kobar, Kodim 1013 Pbn, Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Sub Denpom X1
Pangkalan Bun) untuk menjaga kemanan dan ketertiban Wilayah Kabupaten
Kotawaningin  Barat, maka Pemenntah  Daerah periu membenikan
dukungan operasional bagi Intans: Vertikal tersehut dalam melakukan
patroli keamanan cipta kondisi di 6 {enam) Kecamatan Kabupaten
Kotawanngin Barat.

Anggaran vang tersedia untuk Tahun Anggaran 2021 Rp 189 84000 -
(Neratus Delapan Puluh Sembilan | delapan Ratus Fmpat Puivh Ribu
Ruprah). dengan nncian untuk sebaga benkut

a. Polres Kobar sebesar Rp. 63 840 004 -

b. Kodim 1014/Pbn schesar Rp 63 840 000 -

¢ lLanud Iskandar P.Bun schesar Rp 36 960 000 -

d Sub Denpom X-11 P Bun sebesar Rp 25 200 000, -

Anggaran untuk Instans: Vertikal (Polres Kobar, Kodim 1014 Pbn, Lanud
Iskandar Panghaian Bun, Suh Denpom X-IF Panghkalan Buny Tahun
Anggaran 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran
2020 yaitu sebesar Rp. 204 000 000 - {Dua Ratus Empat Juta Rupiah) dan
pagu awal schelum rasionalisasi vaitu Rp 306 (00.000,- (1 1ga Ratus Enam
Juta Rupiah)

Sesum arshan Bupati Kotawaringin Barat agar ditambahkan anggaran
tersebut & atas schesar Rp. 100000 000 - (Seratus Juta Rupeah), masuk
pada Sub Kegtan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kenasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kena Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan  Antar Negara, Fasihitas
Kelembagaan  Bidang  Kewaspadaan,  serta Penanganan  Konflik
(80106201.05) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poliuk Kabupaten
Kotawaringin Barat.



Penutup

Demikian disampaikan mohon persetujuan dan petunjuk dari Tbu Bupan
Kotawanngin Barat, atas perkenannya diucapkan terima kasth

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
r,;@;‘/ KABUPAHEN KOTAWARINGIN BARAT

/
gifbaicenivmiss ]
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- NIP. 19630219 199303 1 004




